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WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 2° TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN KEARSIPAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)

Mengingat :1.

huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu diatur Pedoman Kearsipan di
lingkungan Pemerintah Kota Kendari;

. bahwa penetapan pedoman kearsipan Pemerintah Kota

Kendari dimaksudkan dalam rangka tertib dan efektif
pengelolaan arsip di lingkup pemerintah Kota Kendari ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Kearsipan lingkungan Pemerintah
Kota Kendari;

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
pelaksanaan Undang — Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286) ;
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5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun
2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Y3

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
KEARSIPAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
KENDARI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1,
2.

it
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12,

13.

14.

Daerah adalah Kota Kendari.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kota Kendari.

Walikota adalah Walikota Kendari.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari.

Sekertariat Daerah adalah Sekertariat Daerah Kota Kendari,

Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Kendari

Sekertariat DPRD Kota adalah Sekertariat DPRD Kota Kendari

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga - lembaga
bentuk lainnya termasuk kontrak instansi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi

kebijakan, pembinaan, kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu
sistim kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia,
prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau
terus menerus.

Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
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Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan
dasar kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui
dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau Lembaga Kearsipan.

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi tugas dan
tanggungjawab dibidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan
kearsipan

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab dibidang
pengelolaan arsip dinamis

Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang
meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam
suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya
manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu
jenis arsip dimusnahkan dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit Kkearsipan,
permusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip
statis kepada lembaga kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi
kebijakan, pembinaan Kkearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu
sistim kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia,
prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis
secara efisien, efektif dan sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan
dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara
efisien, efektif dan sistematis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi,
pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan public dalam suatu sistim
kearsipan nasional.

Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan
hokum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasana arsip statis
pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan
arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip, kepada lembaga
kearsipan.

Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar
berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga
kearsipan serta diumumkan kepada public.

Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan
keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.
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Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip
bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.

Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang
tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya
sehingga menjadi berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan
jenis atau kesamaan masalah dari satu unit kerja.

Preservasi arsip adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta
penjagaan arsip terhadap berbagai unsur perusak arsip.

Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan
terhadap suatu jenis arsip.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH

Pasal 2
Penyelenggaraan Kearsipan Daerah menjadi Tanggung Jawab Pemerintah
Kota dan dilaksanakan oleh Arsip Daerah.
Walikota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan kearsipan dilingkungan pemerintah kota.

Pasal 3

Setiap unit organisasi dalam lingkungan pemerintah kota melaksanakan
kegiatan  teknik  kearsipan mencakup  pencatatan, pengendalian,
pengumpanan, pelaksanaan, penyusutan dengan berpedoman pada Peraturan
Walikota ini.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 4
Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
menggunakan sarana dan peralatan kearsipan.
Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Kartu kendali sebagai sarana pengurusan surat;
b. Pola klasifikasi sebagai sarana pemberkasan arsip; dan
c. Jadwal Retensi Arsip sebagai sarana penyusutan arsip.
Peralatan kearsipan sebaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
Lemari kartu kendali;
Lemari arsip;
Rak arsip;
Books arsip;
Folder;
Map gantung; dan
g. Sekat
Pedoman penyelenggaraan kearsipan sebagaimana di maksud dalam
Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota
ini.
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BAB III
PENDANAAN

Pasal 5
Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Kota

Kendari dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD)



(2) Pendanaan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pendanaan untuk perumusan dan penetapan kebijakan,
pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, penelitian dan pengembangan,
pengembangan sumber daya manusia, penyelenggaraan pendidikan, dan
pelatihan kearsipan,tambahan tunjangan sumber daya kearsipan serta
penyediaan prasarana dan sarana.

(3) Penyusunan program penyelenggaraan kearsipan dalam rangka
pengajuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
tanggung jawab unit kearsipan pada satuan kerja perangkat daerah
(SKPD) sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
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KARNAIN, K (\
Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 9 - f-2018

Pj. SEKERTARIS DAERAH
KOTA KENDARI

INDRA MU MAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 2-9



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
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II.

PEDOMAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KENDARI

PENGERTIAN

1.

Naskah Dinas Penting

Naskah dinas penting yang isinya mengandung kepentingan yang
mengikat, memerlukan tindak lanjut dan mengandung informasi yang
diperlukan dalam waktu lama atau tetap (permanen), mengandung
konsepsi kebijaksanaan dan mempunyai nilai arsip. Naskah dinas
penting yang terlambat pengurusannya atau hilang dapat menimbulkan
akibat yang merugikan instansi serta mengganggu kelancaran dan
keberhasilan pekerjaan.

. Naskah Dinas Biasa

Naskah dinas biasa adalah naskkah dinas yang isinya tidak mengikat,
tidak mengharuskan adanya tindak lanjut, dan informasi yang
terkandung didalamnya bersifat umum, terdapat pada sumber lain dan
hanya bernilai pendek.

. Naskah Dinas Tertutup (Rahasia)

Naskah dinas tertutup (rahasia) adalah naskah dinas yang apabila
disiarkan secara tidak sah atau apabila informasinya diketahui oleh
pihak yang tidak berhak, dapat merugikan kepentingan unit pengolah,
pejabat atau organisasi secara keseluruhan.

. Klasifikasi Arsip

Klasifikasi arsip merupakan penggolongan serta perincian masalah
secara logis dan sistematis yang menjadi dasar penataan berkas.
Klasifikasi diperlukan sebagai sarana untuk mengatur pemberkasan
dan penempatan dokumen atau arsip ke dalam berkas.

. Kode Klasifikasi Arsip

Kode Kklasifikasi arsip merupakan bagian dari klasifikasi yang menjadi
tanda pengenal masalah, kode membedakan satu masalah dengan
masalah lain dalam berbagai jenjang dan merupakan sarana untuk
menuntun dokumen atau arsip pada tempat penyimpanan/lokasi yang
sama.

Indeks

Indeks merupakan alat pembantu utama untuk menentukan tempat.
penyimpanan arsip dan juga merupakan alat untuk menemukan
kembali arsip dalam berkas. Indeks pada dasarnya merupakan tanda
pengenal, baik tanda pengenal dokumen tertentu maupun sebagai
tanda pengenal berkas (title).

. Tunjuk Silang

Tunjuk silang adalah alat bantu indeks yang merupakan adanya
hubungan antara dokumen satu dengan yang lain atau antara berkas
satu dengan berkas lain.

SARANA

Sarana penunjang pengurusan dan pengendalian naskah dinas terdiri

dari :

1. Kartu kendali
Kartu kendali adalah lembar isian dipergunakan khusus bagi
pengendalian naskah dinas penting, baik pengendalian naskah dinas
masuk maupun naskah dinas keluar. Kartu kendali juga berfungsi



sebagai sarana untuk menelusuri lokasi naskah dinas dan pengganti
arsip.

a. Lembar pertama berwarna putih berfungsi sebagai alat identifikasi
masalah suatu naskah dinas dan disimpan oleh pencatat di unit
kearsipan yang penyusunannya berdasarkan urutan kode
klasifikasi.

b. Lembar kedua berwarna hijau berfungsi sebagai alat bukti
penerimaan dan sebagai pengganti arsip selama naskah dinas masih
berada di unit pengolah. Kartu kendali lembar kedua disimpan oleh
penata arsip di unit kearsipan dan penyusunannya berdasarkan
urutan kode klasifikasi.

c. Lembar ketiga berwarna merah berfungsi sebagai alat untuk
menemukan arsip dan disimpan oleh unit pengolah yang
penyusunannya berdasarkan urutan kode klasifikasi.

Jumlah lembaran kartu kendali yang dipergunakan tergantung

kepentingan dan besar kecilnya organisasi, lembaga yang

bersangkutan. Ukuran kartu kendali yang dipakai adalah 10 x 15 cm
dengan menggunakan bahan /kertas khusus.

Gambar 1
Kartu kendali

INDEKS KODE Tanggal :

No. urut :
M/K

Isi ringkas :

Lampiran

Dari : Kepada

Tanggal : No. Surat :

Pengolah : Paraf

Catatan :

Cara pengisian kartu kendali

a. Kolom Indeks
Kolom indeks adalah tempat petunjuk utama dari isi naskah dinas.
Indeks diperlukan sebagai tanda pengenal naskah dinas atau
dokumen.

b. Kolom kode
Pada kolom kode, dicantumkan kode klasifikasi arsip sesuai dengan
isi naskah dinas (persoalan). Dengan kode ini dapat ditentukan
kedalam berkas mana berkas dinas atau dokumen dimasukkan
(diberkaskan).



. Kolom tanggal

Kolom tanggal diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masuk atau
keluarnya naskah dinas.

. Kolom nomor urut dan tanda M/K

M adalah singkatan untuk naskah dinas masuk, sedangkan K untuk
naskah dinas keluar. Nomor urut adalah nomor urut naskah dinas
masuk atau naskah dinas keluar, yang dinyatakan dengan angka 01,
02, 03, 10, 11 dan seterusnya untuk jangka waktu satu tahun. Pada
setiap permulaan tahun, nomor urut diperbaharui lagi dan dimulai
dengan angka 01.

. Isi ringkas

Kolom isi ringkas diisi dengan isi ringkas naskah dinas.

Lampiran

Kolom lampiran diisi dengan keterangan mengenai jumlah serta
macam lampiran yang menyertai naskah dinas.

. Dari

Kolom dari disediakan untuk mencatat asal naskah dinas.

. Kepada

Kolom kepada disediakan untuk instansi mana naskah dinas
ditujukan.

Pengolah

Kolom pengolah, disediakan untuk mencatat nama pejabat atau unit
pengolah.

Tanggal dan nomor

Kolom tanggal dan nomor, disediakan untuk mencatat tanggal dan
nomor naskah dinas yang tercantum pada naskah dinas.

. Catatan

Kolom catatan diisi, pertama : untuk mencatat tunjuk silang, yaitu
apabila isi naskah dinas memiliki dua kata tangkap atau lebih. Kata
tangkap yang kedua (sekunder) dipergunakan sebagai penunjuk
hubungan dengan kata tangkap satu. Kedua : kolom ini dapat pula
dipergunakan untuk mencatat hubungan antara naskah dinas yang
satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan.

. Tunjuk silang

Tunjuk silang merupakan sarana untuk memudahkan pencarian
kembali dokumen.

Tunjuk silang ada dua macam yakni tunjuk silang langsung dtunjuk
silang tak langsung.

. Tunjuk Silang Langsung

Tunjuk silang langsung merupakan alat untuk melengkapi indeks
dalam menampung penamaan dan peristilahan lain yang mempunyai
arti sama :

Contoh :

Personalia atau ditulis dengan cara personalia
Lihat X
Kepegawaian kepegawaian
Abdul Kadir alias Bakin

Bakin atau ditulis dengan cara Bakin

Lihat X

Kadir, Abdul Kadir, Abdul

Tunjuk Silang tidak langsung

Tunjuk silang tidak langsung menunjukkan hubungan antara satu
masalah dengan masalah lain yang saling menjelaskan atau saling
membantu atau masalah yang satu dengan masalah yang lain saling
berkaitan atau saling berhubungan.



Contoh :

Burhanuddin
X

Sunarto

Untuk memudahkan pencatatan tunjuk silang sebaiknya dibuat
formulir atau kartu tunjuk silang dengan kolom-kolom yang telah

ditentukan.
Gambar 2
Lembar Tunjuk Silang
Indeks Kode Tanggal :
No. Urut :
Isi ringkas :
Dari Kepada :
Lihat berkas
Indeks Kode Tanggal :
No. Urut :

Ukuran 10 X 15 cm

Cara pengisian lembar tunjuk silang

Kolom Indeks
Kolom Kode
Kolom Tanggal
Kolom No. Urut
Kolom Isi Ringkas
Kolom Dari
Kolom Kepada
Kolom Indeks
Kolom Kode
Kolom Tanggal
Kolom No. Urut
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Diisikan indeks masalah ke 2
Diisikan kode klasifikasi masalah
ke 2

Diisikan tanggal dari naskah dinas
Diisikan nomor urut dari naskah
dinas

Diisikan ringkasan dari naskah
dinas

Diisikan asal naskah dinas
Diisikan kepada mnaskah dinas
disampaikan

Diisikan indeks masalah

Diisikan kode klasifikasi masalah
Diisikan tanggal dari naskah dinas

Diisikan nomor urut naskah dinas

1. Kartu / lembar penerus disposisi

Kartu disposisi adalah kartu lembar lepas yang ukurannya 10,5 x 16,5
cm atau % folio. Kartu disposisi dalam pelaksanaan pengendalian

naskah dinas berfungsi sebagai :

a. Alat perintah /distribusi informasi
b. Alat pengendali pelaksanaan tugas
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Gambar 3
Lembar Disposisi

LEMBAR DISPOSISI
Indeks : Rahasia : | |
Penting oW
Biasa |_—_'l
Kode : Tgl. Penyelesaian : |
Tanggal/Nomor :
Asal :
Isi Ringkas
Instruksi Informasi : Diteruskan Kepada :

Kepada

Tanggal :

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan :

10,5 x 16,5 cm (¥ folio)

Cara pengisian lembar disposisi

a.

Kolom Indeks :

Kolom indeks adalah tempat petunjuk utama dari isi naskah dinas.
Indeks diperlukan sebagai tanda pengenal naskah dinas atau
dokumen.

Kolom Rahasia, Penting dan Biasa :

Pada kolom ini diberi tanda V sesuai sifat dari naskah dinas.

Kolom Kode

Pada kolom kode, dicantumkan kode klasifikasi arsip sesuai isi
naskah dinas (persoalan).

. Kolom tanggal penyelesaian

Diisi tanggal penyelesaian naskah dinas.

Kolom tanggal/nomor, Asal dan isi ringkas :

Kolom tanggal/nomor, asal da nisi ringkas dari naskah dinas.

Kolom Instruksi/Informasi :

Pada kolom instruksi/informasi diisi dengan disposisi dari pimpinan,
instruksi dicoret apabila disposisi tersebut hanya merupakan
informasi sedangkan informasi dicoret apabila disposisi merupakan
instruksi.

Kolom diteruskan kepada :

Pada kolom diteruskan kepada diisi nama unit organisasi dan atau
pejabat yang akan diberikan disposisi.

Kolom sesudah digunakan harap segera dikembalikan

Pada kolom ini kepada siapa dan tanggal naskah dinas dikembalikan.

2. Lembar pengantar surat biasa
Lembar pengantar surat biasa berfungsi sebagai alat penyimpanan
naskah dinas yang bersifat biasa.



Gambar 4
Lembar Pengantar Surat Biasa

LEMBAR PENGANTAR SURAT BIASA
Unit Pengolah : Disampaikan jam .......
................................................... Tanggal .................

No. Asal surat/ditujukan Tangga Perihal Keterangan
Urut kepada 1/Nom
or

Diterima jam ............ y TRIXRERL ¢10vs0ssisins
Tanda tangan penerima : ..........ccccceueuen.
Naa teTRIE | i ivavsvicisidbopsvassssssessornoos

Ukuran % folio

Untuk pencatatan surat keluar “asal surat” dicoret, jika untuk mencatat
surat masuk “ditujukan kepada” dicoret. Pada kolom “keterangan”

digunakan untuk mencatat keterangan yang diperlukan, juga untuk
mencatat kode klasifikasi.

5. Lembar Pengantar Surat Rahasia (Tertutup)
Lembar pengantar surat rahasia (tertutup) berfungsi sebagai alat
penyampaian surat bersifat rahasia (tertutup) yang berbentuk formulir.

Gambar 5
Lembar Pengantar Surat Rahasia (Tertutup)
LEMBAR PENGANTAR SURAT TERTUTP/RAHASIA
Unit Pengolah : Disampaikan jam .......
Tanggal .. ...ccoanisee
No. Asal surat/ditujukan Tangga Perihal Keterangan
Urut kepada 1/Nom
or
Diterima jam ............ , TAngEal ..ovievesonns
Tanda tangan penerima : ......................
NEIDA LEEONE | .. il ineaisnissinssssbisaias

Untuk pencatatan surat rahasia keluar “asal surat” dicoret, jika untuk
mencatat surat rahasia masuk “ditujukan kepada” dicoret. Pada kolom
“keterangan” dipergunakan untuk mencatat keterangan yang diperlukan.

III. PENGURUSAN NASKAH DINAS
1. Naskah Dinas Masuk
Pengurusan naskah dinas masuk meliputi kegiatan yang dilaksanakan
oleh unit kearsipan dan tata usaha unit pengolah.
a. Pengurusan Naskah Dinas Penting



Pengurusan naskah dinas penting dengan kartu kendali dilakukan

sebagai berikut :

(1) Naskah dinas ditentukan arahnya, yaitu kepada unit pengolah
mana naskah dinas akan disampaikan.

(2) Naskah dinas dicatat pada kartu kendali rangkap tiga. Bagi
instansi yang kecil penggunaan kartu kendali tidak perlu rangkap
tiga. Penggunaannya bergantung dari kebutuhan.

(3) Menyampaikan naskah dinas kepada unit pengolah bersama
kartu kendali kedua dan ketiga. Kartu kendali pertama disimpan
pada pencatat naskah dinas sebagai alat kontrol.

(4) Unit pengolah memaraf kartu kendali kedua.

(5) Unit pengolah menyampaikan kartu kendali kedua kepada unit
kearsipan, sedangkan kartu kendali ketiga diklip bersama naskah
dinas.

(6) Kartu kendali kedua kemudian disampaikan kepada penata (di
unit kearsipan) sebagai pengganti arsip selama arsip berada di
unit pengolah.

b. Pengurusan Naskah Dinas Biasa

(1) Naskah dinas biasa tidak dicatat pada kartu kendali.

(2) Naskah dinas biasa dicatat pada lembar pengantar naskah dinas
biasa, banyaknya rangkap bergantung dari kebutuhan, akan
tetapi paling banyak rangkap dua.

c. Pengurusan Naskah Dinas Rahasia

(1) Naskah dinas rahasia dicatat pada lembar pengantar naskah
dinas rahasia. Jumlah rangkap bergantung dari keperluan, paling
banyak rangkap dua.

(2) Naskah dinas disampaikan kepada yang berwenang tanpa
dibuka.

(3) Apabila tingkat kerahasiaannya telah menurun, naskah dinas
dicatat pada kartu kendali rangkap tiga. Kartu kendali pertama
dan kedua (setelah diparaf terima) disampaikan kepada unit
kearsipan sebagai pemberitahuan, sedangkan kartu kendali
ketiga disimpan di unit pengolah.

2. Naskah Dinas Keluar
Pengurusan naskah dinas keluar yang meliputi pemberian nomor
naskah dinas, penentuan kode sampai dengan pencatatan, untuk
efisiensinya dilakukan oleh unit tata usaha pengolah, kecuali bagi
instansi yang kecil dengan volume surat sedikit dapat diselenggarakan
oleh unit kearsipan sebagaimana naskah dinas masuk.
Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Pengurusan Naskah Dinas Penting

(1) Naskah dinas keluar yang telah ditanda tangani dicatat pada
kartu kendali rangkap tiga. Sebagaimana naskah dinas masuk
bagi instansi kecil jumlah kartu kendali disesuaikan dengan
kebutuhan.

(2) Lembar asli, arsip serta kartu kendali pertama dan kedua
disampaikan kepada unit kearsipan, sedangkan kartu kendali
ketiga disimpan di unit pengolah.

(3) Lembar asli dan arsip dibubuhi cap ; lembar asli setelah diberi
sampul, dikirim kepada si alamat.

(4) Arsipnya, setelah dibubuhi cap, tanggal, bulan dan tahun
pengiriman dikembalikan kepada unit pengolah untuk disimpan
bersama kartu kendali ketiga.



(5) Kartu kendali pertama disimpan di pencatat, sedangkan kartu
kendali kedua disimpan di penata arsip yang sudah dibubuhi
paraf oleh unit pengolah.

b. Pengurusan Naskah Dinas Biasa

(1) Naskah dinas biasa dicatat pada lembar pengantar naskah dinas
biasa. Jumlah rangkap bergantung keperluan, akan tetapi paling
banyak rangkap dua.

(2) Bagi instansi yang menggunanakan lembar pengantar rangkap
dua, satu untuk unit kearsipan dan yang lainnya untuk unit
pengolah.

c. Pengurusan Naskah Dinas Rahasia

(1) Pengurusan naskah dinas rahasia keluar dilaksanakan oleh unit
pengolah yang bersangkutan atau oleh pejabat yang
bersangkutan.

(2) Naskah dinas rahasia diberi sampul rangkap dua dan tanda
kerahasiaan naskah dinas rahasia dicantumkan pada sampul
yang kedua (didalam).

(3) Pencatatan dilakukan pada lembar pengantar naskah dinas
rahasia,

(4) Apabila tingkat kerahasiaannya telah menurun arsipnya diproses
seperti naskah dinas penting.

IV. PENATAAN BERKAS
A. Azas Penataan

Penyimpanan arsip dinamis menganut azas gabungan yaitu antara
desentralisasi dan sentralisasi. Maksudnya arsip-arsip aktif disimpan
pada masing-masing unit pengolah. Arsip-arsip in aktif disimpan secara
terpusat di unit kearsipan dengan maksud agar dapat diketemukan
kembali dengan cepat dan tepat serta mempermudah dalam
penyusutan arsip.

. Pengertian

1. Berkas adalah kesatuan himpunan dokumen yang saling
berhubungan. Suatu berkas dapat terdiri satu sampai sepuluh
bahkan ratusan dokumen. Himpunan dokumen dalam satu berkas
mengandung data atau keterangan tentang suatu masalah yang
merupakan satu hasil kegiatan atau persoalan.

2. Penataan berkas adalah cara untuk menata dokumen dalam berkas
dan mengatur berkas dalam suatu susunan yang sistematis.
Penataan berkas harus memperhatikan tujuan, kegunaan, bentuk
dan sifat berkas yang menunjang pelaksanaan kegiatan organisasi.
Dengan demikian tujuan penataan berkas adalah agar berkas dapat
ditemukan kembali dengan mudah apabila diperlukan.Untuk
penataan dokumen dan berkas yang sistematis diperlukan
klasifikasi dan kode, indeks, tunjuk silang dan title (judul).

3. Untuk penataan dokumen dan berkas yang sistematis diperlukan
klasifikasi dan kode, indeks, tunjuk silang dan titel (judul).

C. Tata Berkas

Berdasarkan fungsinya arsip dibedakan menjadi arsip dinamis dan
arsip statis. Arsip dilihat dari segi kepentingannya dan kegunaannya
dal am administrasi perkantoran dibagi menjadi :

1. Arsip aktif, yakni arsip dinamis yang secara langsung dan terus-
menerus dipergunakan dan diperlukan dalam penyelenggaraan
administrasi.

2. Arsip inaktif yakni arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya
untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.
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Dengan adanya perbedaan di dalam arsip dinamis itu, maka terdapat
pula perbedaan di dalam pengelolaannya.

Arsip dinamis yang masih aktif, pengelolaannya dan tanggung jawabnya
terletak pada tiap-tiap unit pengolah (sebagai berkas kerja) dalam
lingkungan pencipta arsip.

Dengan demikian azas penyimpanan arsip aktif adalah
desentralisasi. Arsip inaktif sesuai dengan tingkat kegunaannya,
disimpan secara terpusat di unit kearsipan. Bagi instansi yang kecil,
penyimpanan arsip aktif dan inaktif dapat dilakukan oleh satu unit
yang tugasnya mengelola arsip. Meskipun demikian di dalam
penyimpanannya, arsip aktif dipisahkan dari arsip inaktif.

1. Berkas Aktif
a. Penerapan Klasifikasi Arsip

Sebelum menata berkas, terlebih dahulu ditentukan sistematika

penyusunannya dan pengaturannya. Sistimatika ini mengikuti

klasifikasi arsip yang telah diatur pembagian dan perinciannya
untuk setiap bidang masalah sesuai dengan perincian klasifikasi
arsip sampai dengan folder sebagai tempat penyimpanan dokumen
atau arsip.

b. Peralatan yang diperlukan

Untuk menciptakan penataan berkas yang teratur dan mudah

diketemukan, diperlukan peralatan yang sesuai untuk

menerapkan klasifikasi arsip secara fisik.

Peralatan tersebut adalah sebagai berikut

(1) Sekat atau guide

Sekat atau guide digunakan sebagai pemisah sekaligus
petunjuk antara kelompok masalah yang satu dan kelompok
masalah yang lain sesuai dengan penggolongan masalah pada
klasifikasi arsip.

Sekat atau guide dibuat dari karton yang berbentuk segi empat
dan memiliki bagian yang menonjol yang dinamakan tab. Tab
gunanya untuk menempatkan atau mencantumkan masalah
dan kode klasifikasi dari pokok masalah sampai dengan sub-
sub masalah, letak tab tersebut bermacam-macam, sesuai
dengan tingkat golongan masalahnya.

Sekat pertama dengan tab ujung paling kiri (lihat gambar no. 6)
digunakan untuk menyekat antara golongan primer (pokok
masalah). Sekat kedua dengan tab berkedudukan lebih
kekanan (lihat gambar no. 7) digunakan untuk menyekat
antara golongan sekunder (sub masalah), sedangkan sekat
ketiga digunakan untuk menyekat antara kgolongan tersier
(sub-sub masalah).

Gambar 6




Gambar 7

Gambar 8
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(2) Folder
Folder merupakan tempat atau wadah arsip. Folder bentuknya
seperti map tanpa daun penutup pada sisinya dan diatasnya
terdapat tab. Kegunaan tab pada folder adalah untuk
menempatkan title dan kode klasifikasi arsip.

Gambar 9
Folder

Gambar 10
Kerangka yang terdiri dari sekat dan folder

Gambar 11
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(3) Filling Cabinet atau almari arsip
Filling cabinet atau almari arsip dipergunakan untuk
menyimpan arsip dinamis yang masih aktif. Pada umumnya



filling cabinet memiliki empat atau lima laci. Folder yang
berisikan arsip ditempat secara vertikal.

Gambar 12
Filling Cabinet atau Almari Arsip

c. Persiapan Penataan Berkas

Mempersiapkan arsip-arsip yang akan ditata dengan cara :

(1) Memisah-misahkan arsip berdasarkan kelompoknya atau
masalahnya.

(2) Meneliti arsip-arsip itu untuk menentukan apakah sudah ada
disposisi atau perintah simpan atau belum.

(3) Meneliti lampiran, kode dan indeks surat serta menentukan
kode dan indeks bagi arsip yang belum diberi kode dan
indeksnya pada sebelah kanan bawah naskah dinas.

(4) Menentukan tanda pengenal berkas yang dicantumkan dalam
folder.

(5) Mempersiapkan pembuatan tunjuk silang untuk kata tangkap
lain yang tidak dipergunakan sebagai kata tangkap utama.

(6) Menyatukan arsip yang sudah diberi indeks dan tunjuk silang
satu folder berdasarkan kode dan tanda pengenal berkas yang
ada.

(7) Mempersiapkan kerangka penataan berkas berdasarkan pola
klasifikasi dan system penataan yang dipergunakan (abjad,
angka, dan kronologi). Alat yang dipergunakan untuk
menyusun kerangka adalah guide atau sekat yang disusun
didalam filling cabinet atau rak.

. Cara Penataan Sekat

Penataan sekat dapat dibedakan menjadi :

(1) Penataan sistimatis menurut abjad masalah atau

(2) Penataan menurut masalahnya sesuai dengan klasifikasi arsip.

Dengan penataan sekat secara sistimatis sesuai dengan klasifikasi
arsip, maka akan tercipta penataan yang tepat dan
menemukannya dengan mudah.



Gambar 13
Kerangka
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Kerangka yang terdiri dari sekat atau guide seperti diatas terdiri
dari tiga jenis sekat, apabila perincian klasifikasi arsip sampai
pada sub-sub masalah (tertier). Apabila perinciannya hanya
sampai pada perincian kedua (sekunder), sekat yang diperlukan
hanya dua jenis.

. Penempatan Folder

(1) Folder ditempatkan pada kedudukan keempat dibelakang sekat
yang ketiga, kedudukan ketiga apabila perincian klasifikasi
hanya sampai kedua, folder yang berisi himpunan arsip atau
dokumen mengenai suatu urusan tertentu. Arsi atau dokumen
yang satu dibedakan dengan yang lainnya didalam folder
dengan indeks. Pada tab folder diberi tanda yang menyatakan
arsip yang terhimpun didalamnya. Tanda pada tab folder
disebut title yang diciptakan sendiri sehingga dapat mewakili
berkas dalam folder. Disamping itu tab folder perlu diberi kode
klasifikasi yang diambil dari kode pada sekat yang terakhir.
Sekelompok folder dari satu kode klasifikasi disusun atas dasar
abjad titel.



Gambar 14
Kerangka

Kerangka
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(2) Penataan berkas aktif dapat pula dilaksanakan tanpa sekat
atau guide. Arsip dapat langsung ditata didalam folder. Dalam
cara ini, yang berperan adalah title dan kode perincian
klasifikasi yang terakhir yang dicantumkan pada tab folder.

Gambar 15
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f. Cara Menata Arsip dalam Folder
Lembaran arsip yang berkode sama ditempatkan didalam folder
dalam susunan/urutan abjad indeks jika indeks berupa kata-kata
(huruf), dalam urutan tahun, bulan dan tanggal. Jika indeksnya
tanggal, dalam urutan angka dari angka besar ke angka kecil



(angka 1) diletakkan pada urutan paling belakang dan angka
terbesar pada urutan paling depan.

Kemudian folder pada tabnya diberi kode sesuai dengan kode
daripada arsipnya (kode-kode sub masalah) dan diberi title.

Contoh :

Misalnya folder berisikan naskah dinas permohonan cuti tahunan,
maka pada folder (tab) tersebut diberi kode cuti tahunan 851,
titlenya Permohonan Cuti Tahunan. Folder yang berisikan DUK-
DUK dari tahun 1980 sampai dengan 1989, kodenya 914.1,
titlenya 1980-1989, DUK.

Folder yang telah diberi kode dan title serta berisi berkas
ditempatkan dibelakang sekat petunjuk sub-sub masalah yang
sesuai didalam laci filling cabinet.

Gambar 16
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g. Kartu Kendali

(1) Kartu kendali 1 (putih) dan kartu kendali II (hijau) dapat ditata
berdasarkan abjad masalah dan kode klasifikasi.

(2) Peralatan yang digunakan sama dengan peralatan dalam
penataan berkas kecuali ukurannya yang lebih kecil sesuai
dengan kartu kendali, yaitu kotak kartu kendali, sekat atau
guide dan folder.

(3) Cara penataannya pun tidak berbeda dengan penataan
berkasnya dengan klasifikasi arsip sebagai pedoman.

(4) Kartu kendali III (merah) yang ada di unit pengolah, selama
naskah dinas yang bersangkutan berada pada Pimpinan atau



sedang diolah oleh Pengolah, disimpan dalam folder bersama-
sama dengan berkas atau dokumen lain. Kartu kendali itu
sebagai pengganti arsip yang sedang diolah.

Gambar 17
Contoh 2
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Gambar 18

Kotak Kartu Kendali

2. Berkas In aktif
a. Prinsip Penataan
Pada hakekatnya penataan arsip inaktif tidak berbeda dengan
penataan arsip aktif, yakni arsip ditata dalam bentuk dossier
(berkas) : satu berkas harus mencerminkan satu hasil kegiatan
atau transaksi. Dengan demikia, prinsip utama yang dianut
adalah “satu berkas satu persoalan/masalah”.
b. Penataan
(1) Pengecekan
Arsip inaktif yang akan disimpan, diteliti kebenarannya dan
kelengkapannya. Antara lain indeksnya untuk mengetahui



apakah kode dan titlenya sudah benar. Kode yang tidak benar
harus diganti dan dirubah. Apabila ada arsip yang belum
membentuk berkas masih berbentuk rubik, misalnya, arsip-
arsip itu harus dikelompokkan berdasarkan persoalan yang
kait mengait maka perlu dibuatkan tunjuk silang sehingga
berkas yang satu dengan berkas yang lainnya saling
melengkapi.

(2) Penyediaan kotak
Kotak yang akan dipergunakan untuk menyimpan arsip inaktif
(gambar 19) disiapkan dengan ukuran 37,5 cm, lebar 9 cm,
tinggi 26,5 cm dan mampu menampung arsip, seberat 6 kg.
model kotak memungkinkan arsip ditata secara vertikal.
Arsip inaktif mengenai satu persoalan atau urusan
ditempatkan dalam kotak bersama-sama dengan folder yang
dilengkapi dengan kode, title dan indeksnya. Guide dan sekat
sudah tidak diperlukan lagi.
Penerapan Klasifikasi Arsip didalam kotak diatur menurut
abjad title yang ada didalam folder. Title pada dasarnya juga
merupakan indeks yang menunjukkan isi folder.

(3) Pemasangan label
Pemasangan label pada kotakdiperlukan untuk menerangkan
isi berkas secara keseluruhan. Keterangan-keterangan yang
diperlukan pada label adalah :
a) Kode berkas yang menunjukkan isi berkas ;
b) Nomor kotak ;
c) Nomor urut pengolah atau unit kerja.

(4) Penggunaan rak
Rak yang dipergunakan dapat merupakan rak statis. Kotak
ditempatkan samping menyamping sesuai dengan urutan yang
telah dipersiapkan. Kotak dari satu unit pengolah ditempatkan
secara terpisah dari kotak unit pengolah lain.

Gambar 19
Kotak Arsip
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Gambar 20
Kotak Arsip Dalam Rak Arsip
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c. Penataan Kartu Kendali Inaktif
Penataan kartu kendali bagi arsip inaktif berbeda dari penataan
kartu kendali yang arsipnya masih aktif. Penataan kartu kendali
bagi arsip inaktif cenderung dikaitkan dengan kepentingan
pelayanan informasi atau bagi kepentingan sipemakai. Kartu
kendali sebagai sarana penemuan kembali arsip satu persatu dan
tidak secara berkas.
d. Penataan kartu kendali dapat didasarkan atas :
(1) Indeks yang disusun menurut abjad dan selanjutnya disusun
secara kronologis.
(2) Kronologis dan selanjutnya ditata berdasarkan abjad
indeksnya.

V. PENEMUAN KEMBALI ARSIP

Pada dasarnya penemuan kembali arsip menyangkut dua segi, yaitu

penemuan kembali informasi dan arsipnya, dengan berpedoman pada kode

arsip, indeks dan tunjuk silang (apabila diperlukan).

Kartu kendali, lembar pengantar dan lembar disposisi bukan sarana

penemuan kembali arsip secara langsung tetapi hanya merupakan sarana

pembantu dalam menentukan lokasi arsip.

1. Penemuan kembali arsip aktif

a. Penemuan kembali arsip aktif yang masih berada di unit pengolah

akan mudah dipahami apabila dihubungkan dengan sistem
penataan berkasnya.
Contoh :
Berkas kepegawaian (perorangan), penataannya diatur berdasarkan
indeks nama orang, maka cara penemuan kembalinya akan mudah
apabila dicari dari indeks nama orangnya sedangkan berkas yang
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ditata berdasarkan persoalan atau masalahnya, yang menjadi
indeksnya adalah masalahnya. Dengan demikian, setiap kali ada
permintaan para pelaksana harus dapat segera menentukan indeks

masalah yang diperlukan.
b. Cara penemuan
- Tahap pertama : Memahami isi materi yang diperlukan.
- Tahap kedua : Menentukan tempat penyimpanan arsip

dengan berpedoman pada klasifikasi (kode arsip) apabila
menemui kesulitan dapat dibantu dengan indeks relatif (daftar
klasifikasi).
- Tahap ketiga :  Menentukan indeks dari masalah yang
diperlukan.
2. Penemuan kembali arsip inaktif
a. Seperti halnya arsip aktif, indeks merupakan sarana utama dalam
mencari, kembali arsip inaktif.
b. Cara penemuan :
- Tahap pertama : Mencari lokasi dimana arsip suatu Unit
Pengolah disimpan.
- Tahap kedua : Memahami materi yang diperlukan dan
kemudian mencarinya dalam daftar indeks untuk diketemukan
berkasnya.

VI. PEMINJAMAN ARSIP
Arsip yang sudah diberkaskan dan disimpan jika diambil dan keluar dari
simpanan harus dikendalikan sebagai peminjaman arsip. Arsip aktif
penyimpanannya dipusatkan di dan dikendalikan oleh Tata Usaha Unit
Pengolah. Staf pengolah yang memerlukan arsip harus meminjam dari
Tata Usaha Unit Pengolah. Arsip inaktif penyimpanannya dipusatkan di
dan dikendalikan oelh Unit Kearsipan. Mereka yang memerlukan harus
meminjam dari unit kearsipan.
1. Peminjam
Yang dibenarkan meminjam arsip ialah : pegawai dan/atau pejabat
yang karena tugas dan pekerjaannya memerlukan arsip yang
bersangkutan. Peminjaman arsip dibenarkan serta seizin atasannya.

2. Tata cara peminjaman

Peminjaman arsip, baik aktif maupun inaktif harus dilaksanakan

melalui lembar, peminjaman arsip. Setiap peminjaman meskipun

pimpinan yang meminjam dicatat pada lembar peminjaman tiga

rangkap yang berfungsi sebagai berikut :

a. Bahan bukti pinjaman yang berfungsi sebagai alat pengingat di Unit
Kearsipan atau unit yang menyimpan arsip.

b. Pengganti arsip yang dipinjam, yang disimpan dalam folder dimana
tempat arsip dipinjam.

c. Tada bukti peminjaman bagi sipemakainya, yaitu yang meminjam
arsip.
Arsip yang sudah dikembalikan, petugas arsip memeriksa apakah
arsip yang bersangkutan masih utuh atau tidak rusak. Lamanya
peminjaman dibatasi dengan jangka waktu tertentu menurut
kebijaksanaan tertentu.

VII. PENYUSUTAN ARSIP
A. Pengertian
Kegiatan penyusutan arsip dilakukan oleh penciptaan arsip meliputi
kegiatan :



a. Pemindahan arsip indikatif dari unit pengolah ke unit kearsipan;
b. Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki
nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undang ; dan
c. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga
kearsipan daerah.
B. Pelaksanaan Penyusutan

1. Pemindahan Arsip Inaktif

a,

C.

Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah 10
(sepuluh) tahun dilakukan dari unit pengelolah ke unit kearsipan
di lingkungan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara
pemerintahan daerah.

Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang -
kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari pencipta arsip di
lingkungan satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara
pemerintah daerah ke lembaga kearsipan.

Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan
menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengolah.

2. Pemusnahan Arsip

a.

b.

Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan pencipta

arsip.

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada huruf a

dilakukan terhadap arsip yang :

(1) Tidak memiliki nilai guna.;

(2) Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan
berdasarkan JRA ;

(3) Tidak ada Peraturan Perundang - undangan yang melarang ;
dan

(4) Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

3. Penyerahan Arsip Statis

.

a.

b.

C.

Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga
kearsipan dilakukan terhadap arsip yang :

(1) Memiliki nilai guna kesejarahan

(2) Telah habis retensinya ; dan / atau

(3) Berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip.
Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud ayat a wajib
dilaksanakan oleh pencipta arsip.

Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud huruf a menjadi

VIII. PENUTUP
Dengan berlakunya pedoman kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota
Kendari akan tercipta adanya kesatuan dan keseragaman dalam tata cara
penyelenggaraan kearsipan pada kesatuan organisasi lingkup Pemerintah
Kota Kendari diharapkan semua pihak benar — benar memahami dan
menghayati serta melaksanakan dengan baik penyelenggaraan kearsipan
di lingkungan unit kerjanya masing — masing.
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